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ABSTRAK 
 

Permasalahan korupsi yang melanda negeri ini bagaikan sebuah penyakit yang 
tidak akan pernah sembuh. Berbagai fakta dan kenyataan yang diungkapkan oleh 
media seolah-olah merepresentasikan jati diri bangsa yang dapat dilihat dari budaya 
korupsi yang telah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan, mulai dari bawah 
hingga kaum elite. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Setiap terpidana memiliki hak untuk 
mendapatkan pengurangan hukuman, hal tersebut diatur dalam Pasal 14 huruf i 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 
huruf I tersebut menyatakan setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan 
pengurangan masa pidana (remisi). Dalam hal tersebut diatas, penulis merumuskan 
permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah  Apakah latar belakang diubahnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Dari Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan  Apakah pemberian remisi khusus atas nama narapidana Amir 
Hamzah Bin Asbi (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor: PAS-244.PK.01.01.02 Tahun 2013) sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengumpulkan data dari skripsi ini dilakukan 
dengan penelitian yuridis normatif. Data penelitian ini didapatkan melalui studi 
kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh 
melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang sudah dipeoleh 
dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara deskriptif. Analisis 
deskriptif ini dilakukan dengan cara memaparkan data-data yang sebenarnya, 
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tentang remisi bagi 
narapidana tindak pidana korupsi yang dijadikan pedoman mengambil kesimpulan 
yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 
tahun 2012 karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena 
itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana 
yang sedang menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan serta perlu diperketat 
pula mengenai syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat 
serta Pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan karena peraturan tersebut dapat digunakan pada 
tanggal 12 November 2012.  
 


